BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
5.1.1 Pelaksanaan program kependudukan keluarga berencana dan
pembangunan keluarga (KKBPK) dalam menekan angka kematian ibu.
Berdasarkan hasil penelitan yang sudah dilakukan serta pembahasan yang sudah
dijelaskan diBAB sebelumnya dapat dideskripsikan bahwa Program
Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dalam menekan
angka kematian ibu di Kota Semarang, dapat dilihat dari bebrapa sudut pandang
meliputi efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsifitas, dan ketepatan yang
telah dijabarkan pada penjelasan sebelumnya.
a) Efekfivitas
Dinas Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai
lembaga pelaksana teknis program ini berpandangan bahwa ada
beberapa cara untuk menekan angka kematian ibu yang masih tinggi di
Kota Semarang ialah dengan berfokus kepada dua aspek, Pertama,
mempersiapkan generasi muda agar bisa lebih proaktif dengan
permasalahan kependudukan dan KB. Hal ini diharapkan dapat
menekan fenomena “Empat Terlalu” terjadi di masyarakat dan mampu
menekan angka kematian Ibu yang masih menjadi perhatian serius dari
pemerintah. Kedua, terus mengajak pasangan usia subur (PUS) yang

belum ikut KB untuk dapat bergabung menjadi aseptor KB agar angka
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b)

unmet need yang ada bisa berkuarang. Jadi dengan KB dapat mengatur
kelahiran dan juga dapat menekan peluang untuk tidak terjadi
kehamilan yang tidak direncanakan sehingga fenomena ibu hamil
dengan resiko tinggi (RESTI) juga dapat dihindari, harapannya resiko
kematian yang mengancam kelangsungan sang ibu maupun bayinya
bisa diminimalkan.

Kecukupan

Masalah biaya atau anggaran dan permasalahan di internal dinas seperti
kurangnya SDM menjadi faktor yang mempengaruhi belum
maksimalnya pelaksanaan program ini, ditambah faktor lain seperti
kemiskinan juga berpengaruh dalam partisipasi masyarakat dengan
program, namun langkah yang diambil oleh Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana untuk menutupi kekurangan ini
adalah dengan cara bekerja sama dengan pihak lain, seperti kelompok
masyarakat, LSM, bahkan Dinas lain yang sama-sama berfokus dalam
mensejahterakan masyarakat.

Pemerataan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat
Klinik-klinik KB di setiap kelurahan yang ada dengan harapan dapat
memberikan pelayanan KB yang lebih merata kepada masyarakat.
Namun menang dari segi jumlah klinik yang dimiliki oleh pemerintah
kedepannya diharapkan bisa lebih banyak lagi dan bisa memberikan

manfaat kepada masyarakat dengan lebih menyeluruh. Kendala tetang

118



d)

respon dari remaja yang masih kurang masih menjadi tantangan yang
harus diselesaikan oleh dinas, agar program KKBPK dapat sukses
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Semarang.

Responsifitas

Pemerintah kota Semarang memiliki komitmen yang tinggi untuk
menyelesaikan permasalahan kependudukan dan KB di Semarang.
Mengenai  program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga dinilai sudah cukup baik memuaskan kelompok
sasaran yaitu masyarakat Kota Semarang, namun tidak di pungkiri
masih ada masyarakat yang susah diajak untuk ber-KB dengan berbagai
alasan. Dari sisi remaja minatnya masih kurang sekali untuk terlibat
mensukseskan program kependudukan dengan melakukan kegian
positif dengan mengadakan perkumpulan atau pun kegiatan positif
lainnya.

Ketepatan

Askpek ketepatan Sebuah program bisa dilihat dari beberapa sudut
pandang kelayakan teknis, kemungkinan ekonomi, kelayakan politik
dan kelayakan administratif sebagai berikut:

Pertama, dari sisi kelayakan teknis bisa dilihat dari seberapa
besar tujuan program sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,
seperti membuat klinik-klinik KB untuk mempermudah pelayanan KB
kepada masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam ber-KB

dilihat dari jumlah aseptor KB yang meningkat setiap tahunnya.
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Kedua, Kemungkinan ekonomi yang berhubungan bagimana
prgram dapat dicapai dengan biaya yang minimal memang masih
menjadi permasalahan, sebab untuk mampu mencapai tujuan ini,
diperkirakan memerlukan biaya yang tidak sedikit mengingat
permasalaahan kepandudukan dan KB ini membutuhkan perhatian yang
serius terutama mengenai masalah pembiyaan.

Ketiga, Kelayakan politik yang berkaitan dengan peneriman
atau respon dari setiap aktor publik pelaksanan kebijakan, pemerintah
berkomitmen untuk memberikan pelayanan KB dan masyarakat
merespon dengan sangat baik juga.

Keempat, tentang kelayakan Administratif yang berhubungan
dengan komitmen para pelaksana kebijakan dinilai sudah cukup baik

dalam permasalahan kependudukan dan KB di Kota Semarang.

5.1.2 Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan program

kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)

dalam menekan angka kematian ibu.

Faktor peghambat :

a) Komunikasi (konsistensi)

Fenomena komunikasi dalam Pelaksanaan Program Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dengan melihat
segi metode, kejelasan dan konsistensi merupakan faktor penghambat. Hal

ini dapat dibuktikan dari segi kejelasan, Dinas Pengendalian Penduduk dan
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Keluarga Berencana telah mensosialisasikan Program Kependudukan
Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada
masyarakat dengan cukup baik, masyarakat juga merasa jelas dengan
informasi yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana.

Faktanya, ternyata tidak seluruh masyarakat telah menerima
informasi dari Pemerintah atau Dinas. Sama halnya dengan kejelasan, segi
konsistensi juga masih terdapat hambatan. Intensitas penyampaian program
yang tidak terjadwal secara tetap membuat konsistensi dalam komunikasi
belum tercapai. Selain itu juga penurunan kualitas sosialisasi juga
membuktikan bahwa komunikasi tidak menggunakan metode Yyang
konsisten.

Sumberdaya (SDM)

Fenomena sumber daya yang dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia,
anggaran dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam pelaksanaan
program Kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
Hal ini dapat dibuktikan dengan dilihat dari aspek sumber daya manusia,
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masih mengalami
keterbatasan jumlah SDM. Sehingga tidak dapat dielakkan dalam
pembagian tugas sering mengalami overlapping yang mengakibatkan
ketidakmampuan pencapaian kerja secara maksimal. Pada aspek anggaran,

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendapatkan
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anggaran untuk pelaksanaan program Kependudukan keluarga berencana
dan pembangunan keluarga dari APBD.

Anggaran tersebut dirasa masih kurang karena masih banyakanya
kompleksitas masalah yang ada di lapangan sehingga mebutuhkan inovasi
program kerja dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Pada aspek fasilitas, fasilitas yang dibutuhkan sebagai penunjang
pelaksanaan program KKBPK telah tersedia. Meskipun begitu, kondisi
sarana dan prasarana tersebut tidak memadai dan belum bisa dimanfaatkan
dengan optimal oleh pihak terkait.

Faktor pendorong :

a. Disposisi
Fenomena disposisi pada pelaksanaan program Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan Keluarga merupakan faktor pendorong. Hal
ini dapat dilihat dari komitmen dinas untuk memberikan pelayanan yang
baik dan memsukseskan suatu program sangat besar walaupun masih
terkendala dengan Kketerbatasan jumlah SDM, namun dengan cara
menggandeng pihak lain untuk berpartisipasi merupakan cara yang baik
agar maanfaat dari program dapat dirasakan oleh masyarakat luas
terkhusus masyarakat kota Semarang

b. Struktur organisasi
Fenomena pada struktur birokrasi dalam pelaksanaan program
Kependudukan Keluarga berncana dan pembangunan keluarga (KKBPK)

merupakan faktor pendorong jika dilihat dari skruktur birikrasi yang baru
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yang memungkinkan pemerintah untuk benar-benar fokus dalam
permaslahan kependudukan dan KB, namun aspek SOP masih menjadi
pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pelaksaan program

dilapangan bisa lebih efektif dengan adanya SOP yang baru dan lebih baik.

5.2 Saran
Dari penelitian yang dilakukan ditemukan hambatan dalam pelaksanaan program
Kependudukan keluarga berncana dan pembangunan keluarga (KKBPK) di Kota

Semarang. Berikut ini beberapa masukkan dari peneliti:

1. Dalam pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga yang dilakukan oleh pemerintah kota Semarang
untuk menekan angka kematian ibu bisa dilihat dari dua fokus yaitu dari sisi
remaja dan pasangan usia subur (PUS). Hal yang penulis sarankan adalah
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus terus
mendorong dan mengoptimalkan remaja untuk berpartisipasi dalam
menyukseskan program KKBPK dengan mendorong remaja untuk
membentuk PIK Remaja di setiap kelurahan di Kota Semarang, serta
pemerintah harus melakukan pedekatan yang lebih moderen dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menarik perharian
remaja atau generasi muda. Disisi lain pemerintah harus lebih mendorong
pasangan usia subur (PUS) untuk lebih mengenal dan lebih paham tentang
metode Kkontrasepri jangka panjang, agar partisipasi penggunaan mode

jengka panjang ini bisa lebih banyak peminatnya terutama pada laki-laki.
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2. Terkait masalah keterbatasan SDM, dinas diharapkan dapat memaksimalkan
kerjasama yang telah dibangun dengan kelompok masyarakat dan lebih
proaktif menyikapi masalah ini. Hal yang juga tidak harus dilupakan adalah
dinas harus lebih memfokuskan kepada metode pendekatan apa yang
mereka gunakan dalam pemberian informasi dan pelaksanaan program ini
agar pencapaian tujuannya dapat maksimal dirasakan oleh masyarakat.
Faktor pendorong seperti komitmen pemerintah dan stuktur organisasi yang
baik harus disikapi sebagai modal bagi pemerintah agar dapat
menyelenggarakan program ini dengan lebih baik dan lebih maksimal

memecahkan permasalahan kepanduduakan dan KB di Kota Semarang.

124



